SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DALAM KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07 /2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Alokasi
Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap
Kelurahan dalam Kota Batam Tahun Anggaran 2020;

1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan  Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



10.

11.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 655);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 46);

Peraturan Derah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor
9);

Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700)
sebagaimana telah diubah dengan Perturan
Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor
51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2020 Nomor 714);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DALAM KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota
Batam.

Walikota adalah Walikota Batam.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan
Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di
Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
kelurahan.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan
sebagai perangkat kecamatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.



10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya

(1)

(2)

(3)

disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

BAB II
DAU TAMBAHAN

Pasal 2

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan
kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi
kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata  Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020, untuk Kota Batam dengan kategori
perlu ditingkatkan.

Kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan
per kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus
enam puluh enam juta rupiah).

BAB III

RINCIAN DAU TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN

(1)

(2)

(1)

Pasal 3

Pagu alokasi DAU Tambahan yang di Anggarkan
dalam APBD sebesar Rp. 23.424.000.000,- (dua
puluh tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta
rupiah).

Penetapan rincian DAU Tambahan untuk setiap
Kelurahan di Daerah Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB IV
MEKANISME PENGALOKASIAN

Pasal 4

Pemerintah  Daerah  mengalokasikan  anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam
APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan.



(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di anggarkan dalam anggaran Kecamatan pada
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan selain dari DAU Tambahan juga di
alokasikan dari APBD dengan perhitungan alokasi
paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan  Walikota ini berlaku pada  tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota  ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Maret 2020

WALIKOTA BATAM,
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam

pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto
JEFRIDIN
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 724
Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam

Ub
Kepala Bagian Hukum

SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005










